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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY SEEDS GARDEN (KBR)
PROGRAM IN MAMUJU REGENCY WEST SULAWESI
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sarifreshap@gmail.com

Graduate Program
Universitas Terbuka

People’s Nursery Farms (KBR) are activities for producing forest plant seeds that
produce wood and non-timber forest products (NTFPs) managed by Forest Farmers
Groups as part of community empowerment. KBR Program in Mamuju has not been
entirely on target for Forest and Land Rehabilitation. This can be seen from where the
KBR seeds were planted, which did not refer to the Indicative Map of Critical Land,
and the community did not optimally plant KBR seeds. This study aims: (1) to
analyze the implementation of the KBR program. (2) Identifying Supporting Factors
and Inhibiting Factors for implementing the KBR Program. The method used is
descriptive qualitative. The data sources used are primary data in the form of in-depth
interviews and observations with KBR Program implementers, as well as secondary
data in the form of documents related to the KBR Program.

The research results show that the KBR Program applies a Bottom Up
mechanism by fully involving community participation starting from the planning,
implementation, and monitoring stages. The actors involved in implementing the
KBR Program are the Head of BPDASHL Lariang Mamasa, the Head of the RHL
Section, the PPK KBR Program, the KBR Field Facilitators, and the KBR Farmers
Group. KBR Program Implementation in Mamuju in 2022 involves 10 Farmer
Groups, each with 25 members and spread across ten villages in Mamuju and each
group is required to produce 30,000 forest plant seeds with the type of seeds desired
by the Farmer Group. Factors supporting the implementation of the KBR Program in
Mamuju is driven by human resources, authority, facilities/infrastructure, disposition,
bureaucratic structure, and policy content, while inhibiting factors are influenced by
communication factors, budget availability, and policy context/environment.
Keywords: Implementation, KBR Program, KBR Farmers Group
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Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan
penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dikelola oleh Kelompok
Tani Hutan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Program KBR di Kab.
Mamuju belum sepenuhnya tepat sasaran dalam melaksanakan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan, hal ini terlihat dari lokasi penanaman bibit KBR belum mengacu pada
Peta Indikatif Lahan Kritis dan kurang maksimalnya penanaman bibit KBR yang
dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis Implementasi
program KBR. (2) Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Implementasi Program KBR. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam
dan observasi dengan para implementator Program KBR, serta data sekunder berupa
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program KBR.

Hasil penelitian menunjukkan Program KBR menerapkan mekanisme Bottom Up
dengan melibatkan penuh partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Aktor-aktor yang terlibat dalam Implementasi Pro gram
KBR yaitu Kepala BPDASHL Lariang Mamasa, Kepala Seksi RHL, PPK Program
KBR, Pendamping Lapangan KBR dan Kelompok Tani KBR. Implementasi Program
KBR di Kab. Mamuju pada tahun 2022 melibatkan 10 Kelompok Tani masing-
masing beranggotakan 25 orang dan tersebar di 10 Desa di Kab. Mamuju, setiap
kelompok diwajibkan memproduksi bibit tanaman hutan sebanyak 30.000 batang
dengan jenis bibit sesuai yang dikehendaki Kelompok Tani. Faktor pendukung
implementasi Program KBR di Kab. Mamuju didorong oleh faktor sumberdaya
manusia, wewenang, fasilitas sarana/prasarana, disposisi, struktur birokrasi dan isi
kebijakan, sedangkan faktor penghambat dipengaruhi oleh faktor komunikasi,
ketersediaan anggaran dan konteks/lingkungan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Program KBR, Kelompok Tani KBR
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